
BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA 
PEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana 
Pembangunan Industri Kabupaten Karangasem Tahun 
2022-2042, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5234) sebagairnana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundangundangan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Perindustrian, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang 
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5671); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Deerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M­ 
IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana 
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah 
Provinsi dan Rencanan Pembangunan Industri Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 153); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Bali 
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Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Nomor 8); 

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem 
Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasm Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15); 

13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 
Karangasem Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tabun 2022 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 12); 

Menetapkan 
DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATl TENTANG TATA CARA PEMBINAAN 

PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

3. 
4. 
5. 

6. 

Karangasem. 
Bupati adalah Bupati Karangasem. 
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem. 
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 
Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai 
Perangkat Daerah yang berkedudukan sebagai 
kordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
wilayah kecamatan. 
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7. Perbekel adalah pejabat pemerintah desa yang 
mempunyai wewenang, tugas clan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan 
pemerintah desa. 

8. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai 
Perangkat Daerah. 

9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 
Karangasem yang selanjutnya disingkat RPIK adalah 
pedoman bagi Pemerintah Daerah clan pelaku 
industri dalam perencanaan clan pembangunan 
industri di Daerah. 

10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi 
yang mengolah bahan baku dan/atau 
memanfaatkan sumber daya Industri sehingga 
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah 
atau manfaat lebih tinggi, termasukjasa Industri. 

BAB II 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan, 
terhadap pelaksanaan RPIK. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, 
Camat dan Perbekel dalam melakukan pembinaan 
dan pengawasan. 

Bagian Kedua 
Pembinaan 

Pasal 3 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2), dapat dilaksanakan melalui: 
a. penyuluhan; 
b. pendampingan dan/ atau fasilitasi; clan 
c. peningkatan kemampuan kelembagaan melalui 

bimbingan teknis dan pelatihan. 
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Pasal 4 

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, dilaksanakan melalui pendekatan perorangan, 
kelompok sentra Industri kecil menengah dengan 
menyinkronkan tujuan, sasaran dan prioritas 
pembangunan Industri dalam RPIK, dengan tetap 
menyelaraskan dengan rencana pembangunan Industri 
provinsi dan rencana induk pembangunan Industri 
nasional. 

Bagian Ketiga 
Pengawasan 

Pasal 5 

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2), dilaksanakan melalui: 
a. monitoring; dan 
b. evaluasi. 

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
huruf a, dilaksanakan terhadap penyusunan dan 
pelaksanaan RPIK. 

(3) Materi yang menjadi hal pokok dalam pelaksanaan 
monitoring mengacu pada RPIK, Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta 
Berencana Daerah, Rencana Strategi dan/atau 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 

(4) Evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap 
penyampaian data, informasi terhadap hasil 
capaian, sasaran dan/atau pelaksanaan program 
pembangunan sektor Industri di Daerah. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1111 dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten 
Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 28 April 2023 

RBUPATI KARANGASEM, , 

b c 
4 1GEDE DANA 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 28 April 2023 

SEKRETARIS DAAH 

SERITA DAERAH KABUPA UN 2023 NOMOR 12 


